
IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013

TENTANG

KONSTITUSIONALITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Para Pemohon	 :	 Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si

Jenis Perkara	 :	 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang    
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945).

Pokok Perkara	 :	 Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 mengenai 
konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945:

		  -	 Pasal 1 ayat (2) mengenai Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; 

		  -	 Pasal 4 ayat (1) mengenai kekuasaan pemerintah yang 
dipegang oleh Presiden Republik Indonesia;

		  -	 Pasal 6A ayat (2) mengenai pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum;

		  -	 Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum;

		  -	 Pasal 22E ayat (1) mengenai pemilihan umum dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
selama lima tahun sekali;

		  -	 Pasal 22E ayat (2) mengenai pemil ihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

		  -	 Pasal 27 ayat (1) mengenai kewajiban warga negara 
menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali;

		  -	 Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian  hukum yang adil serta 
nperlakuan yang sama di hadapan hukum;

		  -	 Pasal 28D ayat (3) mengenai hak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan;

		  -	 Pasal 28H ayat (1) mengenai hak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan;

		  -	 Pasal 33 ayat (4) mengenai perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional. 

Amar Putusan	 :	 1.	 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

			   1.1.	 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

			   1.2.	 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

		  2.	 Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku 
untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan 
pemilihan umum seterusnya;

		  3.	 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
		  4.	 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
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Tanggal Putusan	 :	 Kamis, 23 Januari 2014, pukul 14.53 WIB

Ikhtisar Putusan	 :	

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 3 ayat (5),  Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 UU 42/2008  terhadap UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24C 
ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah 
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan a quo adalah 
mengenai pengujian UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, berdasarkan Pasal 51 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
MK) beserta penjelasannya, Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan 
permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai perorangan (termasuk kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia. 

Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, 
secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 3 ayat (5),  Pasal 
9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008  
terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
a.	 Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008  berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD”. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Pemilu menjadi dua kali 
pelaksanaan Pemilu (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 
22E ayat (1) UUD 1945;

b.	 Pelaksanaan Pemilu yang lebih dari satu kali tersebut telah menimbulkan banyak 
akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara. Pertama, kemudahan 
bagi warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya secara efisien terancam. 
Kedua, dana untuk menyelenggarakan Pemilu yang tidak serentak menjadi amat 
boros dan seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lain 
warga negara;

c.	 Original Intent ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dapat kita 
temukan ketika anggota MPR yang menyusun Amandemen Konstitusi pada tahun 
2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan 
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untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) 
Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden;

d.	 Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD” bertentangan dengan Original Intent Penyusun Konstitusi terutama 
Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), sehingga harus dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap dalil perrmohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut:
a.	 Penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem 

pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. UUD 
1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa 
jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses 
yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, 
praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu 
menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari 
pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga 
memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. 
Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama 
antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan 
partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat 
melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Berdasarkan pengalaman 
praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang 
dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang 
dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai 
dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan 
makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 
22E ayat (1) UUD 1945. 

b.	 Dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah 
terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, 
bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 
1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada 
dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Selain itu, dengan 
mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 yang menyatakan, ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 
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oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 
yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak mungkin yang dimaksud 
“sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum 
Pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, 
maka frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena 
calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan 
Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran 
original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara 
komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk 
memilih anggota lembaga perwakilan. 

c.	 Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan 
lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil 
eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan 
meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, 
Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik 
atau gesekan horizontal di masyarakat;

d.	 Mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan 
pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk 
Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat 
dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 	  

Pendapat berbeda (dissenting opinion):

Terhadap Putusan ini hakim Maria Farida yang memiliki pendapat berbeda dengan 
pendapat sebagai berikut:
a.	 Telah diketahui tepat lima tahun yang lalu Mahkamah pernah memutus permohonan 

pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, 
“...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional”. Hal demikian 
didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang dianggap merupakan cara 
atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya menitikberatkan pada 
tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan bahwa 
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original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan 
umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah “bersama-sama atau serentak”. Metode penafsiran original intent bukanlah 
segala-galanya. Selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat 
digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundangundangan terutama dalam 
usaha menemukan hukum (rechtsvinding); Apabila metode penafsiran original intent 
digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan 
umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah” maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim 
pemilihan umum hanya pada pemilihan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga 
Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena original intent-nya tidak 
demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah 
terhadap putusannya tetap terjaga;

b.	 Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) UUD 
1945 Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegatif UUD 1945 
telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan 
Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened 
legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik 
tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan 
dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan presidential threshold sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 merupakan kebijakan hukum terbuka yang 
pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan 
umum, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres;

c.	 Terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat Mahkamah dalam 
Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 Terlepas 
dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam 
penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah 
seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan 
(serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah 
konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk 
Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, 
permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Panitera Pengganti, 

ttd                       

Luthfi Widagdo Eddyono


